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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan kebudayaan nasional, dan sebagai wahana
pelestari kekayaan budaya bangsa, perpustakaan
memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber
daya perpustakaan;

bahwa untuk mewujudkan keselarasan dan
kesinambungan  program dan = kegiatan  bidang
perpustakaan diperlukan integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi program dan kegiatan bidang perpustakaan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

bahwa untuk menyusun program dan kegiatan bidang
perpustakaan lingkup pemerintahan daerah perlu
disusun pedoman penyusunan program dan kegiatan
bidang perpustakaan lingkup pemerintahan daerah
tahun anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam, huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang
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Mengingat

1.

Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang
Perpustakaan Lingkup Pemerintahan Daerah Tahun

Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4474);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017

tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
699);

8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017
tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 700);

9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG
PERPUSTAKAAN LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini, yang dimaksud

dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya
tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara
profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi
kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi,
dan rekreasi para pemustaka.

2. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal
yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan,
pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-
pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki

kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
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10.

Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak
dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik
yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang
berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang
mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional,
sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan

dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai

perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,
perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian,
perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring

perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat
daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah
dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai
perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,
perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan
perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu
kota provinsi.

Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan
daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina,
perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan
perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota
kabupaten /kota.

Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan
yang merupakan bagian integral dari kegiatan
pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar
untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang
berkedudukan di sekolah/madrasah.

Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam
bentuk karya tulis, karya cetak, dan /atau karya rekam
dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan,
yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis,

karya cetak, dan/atau karya rekam.
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11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau
lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang
perpustakaan.

12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang  dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.

14. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat
adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam

rangka meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara.

BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Program dan kegiatan bidang Perpustakaan mencakup
penyelenggaraan semua fungsi Perpustakaan yang meliputi
semua kewenangan penyelenggaraan Perpustakaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3
Program dan kegiatan bidang Perpustakaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. pengembangan Perpustakaan sesuai Standar Nasional
Perpustakaan;
b. pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan

keluarga dan Masyarakat;
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